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BUPATI LINGGA 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI LINGGA 
NOMOR 4{6 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LINGGA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanan Pembangunan Nasional mewajibkan 
setiap Perangkat Daerah untuk menyusun 
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lingga tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2024. 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4237); 

3. Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi 
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4341) ;  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau­ 
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana 
telah diubah beberpakali terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 201 1  ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
680 l ) ;  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tah un 2019 
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 
ten tang Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung 
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6514) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6542); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2021 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6633); 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10); 
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21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
Nasional; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 Ten tang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 927); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 Ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi 
Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 
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28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 
Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 
Nomor 2); 

3 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 7); 

32 . Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 6) . 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga 
Tahun 2021 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG RENCANA 
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Bupati adalah Bupati Lingga. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 

10. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat 
daerah di Kabu paten Lingga. 

1 1.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lingga 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

15.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lingga. 
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17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat 
daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program 
Perangkat Daerah. 

19. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan perangkat daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu 
program. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 
(1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 

2024. 
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memberikan penjabaran 

sasaran perangkat daerah tahun 2024 ke dalam program yang 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2024. 

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman bagi 
pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran 
sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan 
pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah; 

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi instrument 
sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan, pengendalian sampai 
dengan evaluasi. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

Pendahuluan; 
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2023; 
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 
Daerah; 
Penutup. 

BAB III 
BAB IV 

BAB V 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

BAB I 
BAB II 

( 1) 
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(2) Uraian Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 
sebagimana dimaksud pada ayat (1)  tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lingga. 

JABATAN 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN 

KEPALA OFD 

KABAG/'SEKRETARIS 

KABID OPD / SEKCAM 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LINGGA 

PARAF Ditetapkan di Daik Lingga 
pada tanggal 7 Agustus 2023 

Diundangkan di Daik Lingga 
pada tanggal 7 Agustus 2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 0273 
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LINGGA 
NOMOR . A% TAHUN 2023 
TANGGAL : T AGUSTUS 2023 

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2024 

1. Inspektorat; 
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 
3. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
4. Sadan Pendapatan Daerah; 
5. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 
8. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
1 1.  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
14. Dinas Lingkungan Hidup; 
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
17. Dinas Perhubungan; 
18. Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
20. Dinas Kebudayaan; 
2 1 .  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
22. Dinas Perikanan; 
23. Dinas Pariwisata; 
24. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
25. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
27. Sekretariat Daerah; 
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
29. Kecamatan Lingga; 
30. Kecamatan Lingga Utara; 
3 1.  Kecamatan Lingga Timur; 
32. Kecamatan Senayang; 
33. Kecamatan Singkep; 
34. Kecamatan Singkep Barat; 
35. Kecamatan Singkep Pesisir; 
36. Kecamatan Singkep Selatan; 
37. Kecamatan Selayar; 
38. Kecamatan Kepulauan Posek; 
39. Kecamatan Katang Bidare; 
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40. Kecamatan Bakung Serumpun; dan 
41. Kecamatan Temiang Pesisir. 

d 
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